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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 
 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi 
UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 
tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT 
atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang 
berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah” 
akhirnya dapat terselesaikan. 

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-
Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat 
terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah 
Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim 
penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang 
telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk 
semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti 
banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga 
Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota 
Banjarmasin. 

 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 

 
Banjarmasin, 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara yang diatur dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), memajukan kesejahteraan 

umum. Serta dalam pencapaian tujuan otonomi daerah sesuai dengan 

ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 yakni percepatan kesejahteraan 

masyakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Diperlukan 

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka 

percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan 

publik di Kota Banjarmasin.1 

Lebih lanjut terkait dengan desentralisasi seringkali 

dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di 

daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka 

masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
1 Problematik pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni perlunya 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk peningkatan belanja daerah guna 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
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Kemampuan fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana 

Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, DAK (Dana Alokasi 

Khusus), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan pekerjaan rumah 

bagi kepala daerah untuk melakukan terobosan dalam peningkatan 

pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yakni pendapatan 

asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah untuk 

pendanaan pembangunan daerah.2  

Adapun pendapatan daerah yang dapat menjadi penerimaan 

daerah yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan 

milik daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang di 

pisahkan.3  

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 

UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan 

“hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain 

bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP No. 12 Tahun 

2019, menyebutkan bahwa “Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah”. Selajunya 

 
2 Kemandirian fiskal daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah (PAD) 

yang diperoleh sebuah daerah. Semakin tinggi PAD maka akan mampu menuju 
kemandirian fiskal daerah. Adapun sumber PAD yakni pajak daerah dan retribusi daerah. 

3 A. Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 
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berdasarkan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahwa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, 

rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil 

penyertaan modal daerah. 

Selanjunya PAD lain yakni berasal dari lain-lain PAD yang sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 4 PP No. 12 Tahun 2019 dan 

Permendagri No. 77 Tahun 2020, terdiri atas: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

3) hasil kerja sama daerah;  

4) jasa giro;  

5) hasil pengelolaan dana bergulir;  

6) pendapatan bunga;  

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;  

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain 

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari 

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; 
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10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;  

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 

15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Adapun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai 

dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, dengan diberikan 

kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya dalam kerangka 

penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan 

daerah untuk melakukan pengaturan tersebut harus sesuai dengan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat, oleh karena itu dalam penetapan kebijakan daerah 

salah satunya pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan 

Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, maka aspek kewenangan 

daerah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan 

daerah. 

Kota Banjarmasin sendiri belum emiliki peraturan daerah yang 

mengatur terkait dengan lain-lain PAD yang sah, sebagai dasar 

hukum pengaturan terkait dengan lain-lain PAD yang sah dengan 
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dasar pengaturan sesuai ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 dan 

Permendagri No. 77 Tahun 2020.4 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 

2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan 

kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam rangka percepatan 

kesejahteraan masyarakat diperlukan kebijakan afirmatif 

(keberpihakan) kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung 

sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan 

pemberlakuan otonomi daerah tersebut merupakan politik hukum 

(legal policy) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 

penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.5  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 

1945 menentukan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “Untuk 

 
4 Belum adanya pengaturan terkait dengan pengaturan lain-lain PAD yang sah, 

menjadi problem hukum, karena potensi peningkatan PAD Kota Banjarmasin yang 
memamang dari sisi penerimaan dari bagi hasil pajak pusat minim karena buka 
merupakan daerah pengahasil SDA. 

5 Moh. Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. 
Adapun tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 
yaitu: 
1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; 
2. memajukan kesejahteraan umum; 
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; 
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 
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menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah 

membentuk Perda”. Adapun materi muatan peraturan daerah 

berdasarkan Pasal 236 ayat (3) yaitu “Perda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat materi muatan: 

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan 

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 

disebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”6. 

Selanjutnya dalam rangka penataan produk hukum daerah 

terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain PAD yang sah, perlu pengaturan kembali dengan 

melakukan simplifikasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 

Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 

“Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

 
6 Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, menentukan 

untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk 
Peraturan Daerah. Secara konstitusional pada Pasal 18 ayat (6) UUUDNRI Tahun 1945 
mengamanatkan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan 
secara teoretik ada pada ajaran rumah tangga daerah atau teori ekonomi, yang 
mengajarkan daerah mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, selain 
pengurusan. 
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Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka 

menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dengan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat 

menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah di Kota Banjarmasin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang disusun sesuai 

ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk 

menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Hal penting yang perlu dianalisis 

dalam naskah akademik ini yakni terkait: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di 

Kota Banjarmasin? 

2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan 

Asli Daerah Yang Sah di Kota Banjarmasin? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah? 

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 
Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

 
1. Tujuan  

a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-
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Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah serta cara mengatasi 

permasalahan tersebut. 

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 

alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah. 

c. Merumuskan pertimbangan atau Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

2. Kegunaan 

a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Kota 

Banjarmasin, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Banjarmasin serta masyarakat mengenai urgensi 

pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 
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Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan 

dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak 

yang berkepentingan; 

c. memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah agar substansi yang 

akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang 

dibahas dalam naskah akademis ini. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian substansi hukum yang 

mengatur hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikaitkan dengan 

substansi pengaturan pendapatan daerah. Oleh karena itu, NA ini 

digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 

analitis. Aspek yang dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini 

adalah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Tipe Penelitian 
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Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah merupakan suatu penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.7 Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisisnya.8 Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.9 

Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti 

naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

 
7 Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 2. 
8 Soejono Soekamto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, 

hlm. 43. 
9 Ade Saptomo. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University 

Press. hlm. 29. 
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Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.10 Suatu 

penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai 

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 

penelitian.11 Sehingga sangat relevan penggunaan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian 

ini. 

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, 

dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa: 

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan 
menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis 
dan ratio logis/ logika hukum konsistensi adalah suatu 
yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, 
kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna 
(asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, 
sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan 
peraturan pemerintah.12 

 
10 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada 

Media Group, hlm. 133. 
11 Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 

kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302. 
12 Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia 

Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47. 
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Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. 

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih 

oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif. 

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum 

diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut: 

(1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang 
ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang 
lainnya secara logis. 

(2) All inclusive, kumpulan norma hukum tersebut cukup 
mampu menampung permasalahan hukum yang ada, 
sehingga tidak ada kekurangan hukum. 

(3) Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu 
dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut 

juga tersusun secara hierarchy.13 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dengan tidak melupakan pengungkapan ratio legis lahirnya 

perundang-undangan khususnya peraturan perundang-

undangan yang terkait objek dalam penelitian ini. 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu 

 
13 Johny Ibrahim. Op. Cit., hlm. 303. 



 

14 

hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, 

konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.14 

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan 

pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang 

bersumber dari prinsip-prinsip hukum.15 Pendekatan konsep 

ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang 

terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah 

dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur 

yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi 

yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang 

diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.16 

3. Bahan hukum 

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer 

terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta 

putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan 

berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun 

bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan 

 
14 Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit., hlm. 93. 
15 Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. Op. Cit, hlm. 47. 
16 Johny Ibrahim. Op. Cit., hlm. 303. 
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dari para pakar hukum.17 Adapun bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum penelitian Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang terdiri dari 

aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari 

Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara 

Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya 

mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh 

peneliti yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan 

 
17 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. Legal Research in A Nutshell. St. Paul 

Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3. 



 

16 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781). 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan 

untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan 

penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum 

sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari 

buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak 

maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil 

penelitian hukum. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam 

penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa 

Indonesia, dan kamus bahasa Inggris. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. 

Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran 

dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang 
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berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian 

kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan 

untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, 

jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi 

ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (card 

system), bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum 

yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan 

dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, 

pendapat penulis terkait permasalahan dalam penyusunan 

Naskah Akademik ini, beserta nomor halaman pemuatannya, 

disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah 

diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum 

lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi 

atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang 

diteliti. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah 

bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu 

literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan 

perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, 

dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian 
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ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari 

hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu 

hukum yang diteliti. 

5. Lokasi penelitian 

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah, berlokasi di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 

6. Analisa bahan hukum 

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum 

ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis 

dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis 

yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara 

sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah 

akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
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Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar belakang 

 B. Rumusan Masalah 

 C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 

 D. Metode Penelitian 

 E. Sistematika Penulisan 

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG 
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 
DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH YANG SAH 

 A. Kajian Teoritis 

 B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan 
norma 

 C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang 
ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 

 D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang 
akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek 
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban 
keuangan daerah 

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG 
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 
DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH YANG SAH 

 A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait 
dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 
tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 
Sah 

 B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan 
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Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA 
BANJARMASIN TENTANG HASIL PENGELOLAAN 
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 
LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN 
DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG HASIL 
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

 A. Jangkauan 

 B. Arah Pengaturan 

 C. Ruang Lingkup 

BAB VI PENUTUP 

 A. Kesimpulan 

 B. Saran 

Daftar Pustaka 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG 

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN 

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Negara Kesejahteraan 

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang 

harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan 

adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon 

yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut 

prinsip negara hukum adalah 'the rule of law, not of man'.18 Jimly 

Asshiddiqie menyebutkan: 

“Gagasan negara hukum itu dibangun dengan 
mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu 
sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan 
dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan 
politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina 
dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang 
rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara”.19 

 
Prinsip nomokrasi atau kekuasaan hukum itulah yang di 

kemudian hari berkembang menjadi gagasan negara hukum. Ide 

ini dalam praktik di eropa kontinental yang menganut tradisi 

hukum sipil (civil law tradition) dikembangkan dalam gagasan 

 
18 Jimly Asshiddiqqie. Tanpa Tahun. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. (online). 

Makalah dalam http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12. Diakses tanggal 14 
Februari 2025. hlm. 1. 

19 Loc. Cit. 

http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12
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“rechtsstaat”, sedangkan dalam tradisi negara-negara “common 

law” yang dimotori oleh Inggris menyebutnya dengan istilah “rule 

of law”.20 Ide negara hukum itu, selain terkait dengan konsep 

'rechtsstaat' dan 'the rule of law,' juga berkaitan dengan konsep 

′nomocracy′ yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. 

Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 

'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, 

sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan.21 Adapun faktor penentu 

dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. 

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide 

kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan 

tertinggi.22 

Menurut Frederich Julius Stahl, memaparkan ciri dari 

negara hukum Eropa Kontinental (rechtsstaat) meliputi (1) 

perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) 

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata 

usaha negara.23 Sementara itu menurut Albert V. Dicey ciri dari 

negara hukum (rule of law) dalam bukunya introduction to stady of 

law of the constitution, ciri negara hukum meliputi: (1) supremacy 

 
20 Jimly Asshiddiqie. 2015. Islam, Nomokrasi, Demokrasi, dan Teokrasi. Makalah 

disajikan dalam Kuliah Umum di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, 14 April, 
2015. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 2. 

21 Jimly Asshiddiqie. 2010. Islam dan Tradisi Negara Konstitutional. Disampaikan 
sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh 
UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010. Padang: UIN/IAIN Pandang, hlm. 1. 

22 Loc.Cit. 
23 Jimly Asshiddiqie. 2014. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan 

Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.  
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of law, (2) equality before the law. (3) due process of law.24 

Internasional Commission of Jurists dalam konferensinya di 

Bangkok tahun 1965 telah memperluas konsep mengenai rule of 

law, syarat-syarat representative government under the rule of law 

sebagai berikut: (1) Adanya proteksi konstitusi. (2) Adanya 

pengadilan yang bebas dan tidak memihak. (3) Adanya pemilihan 

umum yang bebas. (4) Adanya kebebasan untuk menyatakan 

pendapat dan berserikat. (5) Adanya tugas oposisi. Dan (6) adaya 

pendidikan civil.25 

Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata 

‘welfare’ diartikan sebagai ‘the state of being happy, healthy, or 

successful’. Dalam terjemahan bebas, kata ‘welfare’ mengandung 

beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. 

Dalam salah satu studinya, Andersen mengungkapkan bahwa 

welfare state: 

“A welfare state is a state in which organized power is 
deliberately used (through politics and administration) in an 
effort to modify the play of the market forces in at least three 
directions - first, by guaranteeing individuals and families a 
minimum income irrespective of the market value of their work 
or their property; - second, by narrowing the extent of 
insecurity by enabling individuals and families to meet certain 
“social contingencies” (for example, sickness, old age and 
unemployment) which lead otherwise to individual and family 
crisis; and - third, by ensuring that all citizens without 
distinction of status or class are offered the best standards 

 
24 Jimly Asshiddiqie. 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: 

Konstitusi Perss, hlm. 148. 
25 Ibid., hlm. 148 – 149. 
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available in relation to a certain agreed range of social 
services.”26 

 
Welfare state merupakan institusi negara dimana 

kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan 

politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta 

keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan 

standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap 

permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, 

tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. 

Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa 

memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan 

lain. 

Penelitian lain yang dilakukan Assar Lindbeck tentang 

Research Institute of Industrial Economics, menyatakan: 

Welfare state. According to a narrow definition, the welfare 
state comprises two types of government spending 
arrangements: (i) cash benefits to households (transfers, 
including mandatory income insurance) and (ii) subsidies or 
direct government provision of human services (such as child 
care, pre-schooling, education, health care, and old-age care). 
By broader definitions, the welfare state may also include price 
regulation (such as rent control and agricultural price support), 
housing policies, regulation of the work environment, job-
security legislation, and environmen-tal policies. This essay is 
confined to the narrow definition.27 

 

 
26 J. G. Andersen. 2007. Welfare States and Welfare State Theory, Aalborg: Centre 

for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWS 
Working Paper), Aalborg Universitet, Denmark, hlm. 4. 

27 Assar Lindbeck. 2006. The Welfare State-Background, Achievements, Problems, 
Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper No. 662, Research 
Institute of Industrial Economics, Stockholm, Sweden, hlm. 2. 
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Welfare state bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan 

sudut pandang luas. Dari perspektif terbatas, welfare state 

merupakan tata Kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk 

sector rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, 

asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, 

pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari 

sudut pandang yang luas, welfare state bisa digambarkan sebagai 

intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk 

diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, 

undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan 

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Konsep kesejahteraan (welfare) sering diartikan berbeda 

oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, 

Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, 

pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; 

Pertama, sebagai kondisi sejahtera (wellbeing). Pengertian ini 

biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (social 

welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan 

nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial 

sebagai “…a condition or state of human well-being”.28 Kedua, 

sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, 

pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan 

 
28 James Midgley. dkk. 2000. he Handbook of Social Policy”, dalam Michelle 

Livermore, Sage, London, hlm. xi-xv. 
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sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, 

perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social 

services). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di 

Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena 

sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, 

cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan 

konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, 

kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut 

“social illfar”ketimbang“social welfare”.29 Keempat, sebagai proses 

atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-

lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) 

melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan 

tunjangan sosial (pengertian ketiga).30 

Welfare state diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan 

Jeremy Bentham, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya (The greatest happines/ welfare, of the greatest 

number of their citizen). 

 
29 Edi Suharto. 2006. Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Seminar, 

Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-
Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan 
Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM UGM, Yogyakarta, hlm. 4. 

30 Edi Suharto. 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: 
Pelajaran apa yangbisa dipetik untuk membangun Indonesia? Makalah disampaikan 
pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui 
Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) 
Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. Yogyakarta: Wisma MM Universitas 
Gadjah Mada. 
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Jeremy Bentham dalam konsepnya sering menggunakan istilah 
“utility” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan 
atau kesejahteraan, berdasarkan prinsip utilitarianisme yang 
dikembangkan Jeremy Bentham bahwa suatu yang dapat 
menimbulkan kebahagiaan ekstra (seluas-luasnya) adalah 
sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang 
menimbulkan sakit adalah sesuatu yang not good (buruk), oleh 
karena itu pemerintah harus melakukan aksi (kebijakan dan 
program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan 
kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin, gagasan 
Jeremy Bentham untuk mewujudkan welfare state berkaitan 
langsung dengan reformasi hukum, peranan konstitusi dan 
pengembangan kebijakan sosial. Melalui pemikian Jeremy 
Bentham tersebut ia dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan 
Negara” (The Father of welfare state).31 

2. Fiskal Daerah 

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia 

diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan 

bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di 

seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, 

kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam 

penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan 

kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan 

dan kesinambungan fiskal nasional.32 

 
31 Ibid, hlm. 4 
32 Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan 

mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung 
jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, 
produktif, dan akuntabel. Implementasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004), dan kemudian juga dilengkapi 
dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (UU PDRD) yang menempatkan Transfer Ke Daerah (TKD), pembiayaan utang 
daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam 
rangka pelaksanaan otonomi daerah. BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan 
Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 9. 
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Kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan 

kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah 

dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target 

pembangunan nasional, yaitu: 

a. dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah existing, pemberian sumber-sumber 
perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis 
Retribusi Daerah, dan harmonisasi dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

b. dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas daerah, serta mendorong kinerja 
dan tanggung jawab (responsibility) daerah dalam 
mengelola belanja, sehingga mendorong upaya 
pengurangan ketimpangan kemampuan keuangan, 
infrastruktur, dan layanan publik antardaerah, serta selaras 
dengan pencapaian target prioritas Nasional. 

c. penggunaan DAU yang akan mempertimbangkan capaian 
kinerja dengan pendekatan pembagian proporsi alokasi 
antara besaran dana yang penggunaannya menjadi diskresi 
daerah (bersifat block grant) dengan besaran dana yang 
penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Pusat (bersifat 
specific grant) dengan melihat capaian kinerja suatu daerah 
(swing performance) dimana pemerintah daerah dengan 
kinerja tinggi akan memperoleh diskresi penuh dalam 
menggunakan TKD yang dialokasikan, sementara 
kombinasi penggunaan antara yang bersifat block grant dan 
specific grant berlaku untuk daerah yang berkinerja sedang 
bahkan rendah, tentunya dengan proporsi yang berbeda. 

d. alokasi DBH akan mempertimbangkan eksternalitas pada 
daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah 
penghasil sumber daya alam, terutama daerah yang tidak 
berada dalam satu provinsi yang sama dengan daerah 
penghasilnya. Hal ini untuk mendorong daerah untuk 
mendukung kinerja perbaikan lingkungan dan dampak 
ikatannya akibat eksplorasi sumber daya alam. 

e. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi daerah 
berkinerja untuk menegaskan fokus kebijakan 
desentralisasi fiskal yang berorientasi pada pencapaian 
kinerja daerah. 
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f. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja 
daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, 
simplifikasi program daerah dan sinkronisasinya dengan 
program prioritas nasional, pemenuhan batasan belanja 
aparatur dan belanja infrastruktur publik, pemenuhan 
belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengendalian SiLPA, pengembangan aparatur 
pengelola keuangan di pemerintah daerah, serta 
pengawasan APBD oleh aparat pengawas intern. 

g. Kebijakan mengenai jenis pinjaman daerah yang 
sebelumnya diklasifikasikan berdasarkan waktunya, yaitu 
pendek, menengah, dan panjang, akan diusulkan untuk 
diubah menjadi berdasarkan pemanfaatan, yaitu pinjaman 
tunai dan pinjaman program. Pemanfaatan pinjaman 
daerah juga akan didorong untuk bisa disinergikan dengan 
TKD dalam sebuah skema pendanaan yang terintegrasi. 

h. Aturan mengenai pembentukan dana abadi daerah sebagai 
komponen pengeluaran pembiayaan baru yang bertujuan 
antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas 
generasi. 

i. Tema sinergi, konsolidasi, dan integrasi juga ditekankan 
pada upaya penyelarasan kebijakan fiskal antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengendalian 
defisit, dan pengendalian dalam kondisi darurat agar gerak 
langkah pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis. Hal 
ini mengingat desentralisasi fiskal hanyalah salah satu 
strategi kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah 
tentunya tidak bisa berdiri sendiri (stand alone) untuk 
mewujudkan tujuan Nasional. Perlu adanya sinergi dengan 
kebijakan fiskal pusat maupun dengan kebijakan lainnya33. 

 
Desentralisasi fiskal tersebut sejalan dengan yang diberikan 

oleh Davey yang menyebutkan “Fiscal decentralization is the 

division of public expenditure and revenue between levels of 

government, and the discretion given to regional and local 

 
33 Ibid., hlm. 17 – 19. 
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government to determine their budgets by levying taxes and fees 

and allocating resources”34. 

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada 

sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi 

sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang 

lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih mengetahui 

kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. 

Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih 

responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan 

disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada 

daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai 

pelayanan publik lebih tinggi, karena masyarakat dapat 

merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi 

tersebut35. 

Namun, keleluasaan untuk menentukan tarif pajak atau 

intensifikasi pajak daerah vis a vis penurunan alokasi transfer 

tersebut belum tentu mendapatkan dukungan dari daerah. Hal ini 

sangat tergantung dari kondisi awal keuangan daerah dan juga 

konsensus politik dalam mendapatkan dukungan dari daerah36. 

 
34Kenneth Davey, Fiscal Decentralization, June 2003, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan 017650.pdf, diakses 
tanggal 20 Februari 2025. 

35 BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementeri 
Hukum dan HAM RI, hlm. 30. 

36 Daerah dengan kapasitas perpajakan tinggi, mengacu pada sumber daya alam 
yang melimpah besar atau basis pajak yang luas, cenderung akan melobi pemerintah 
pusat untuk memperluas otonomi pajak, sementara pemerintah daerah yang memiliki 
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Pengalaman negara-negara lain menunjukkan pemerintah daerah 

dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer lebih memilih 

“status quo” dalam penerimaan pembiayaan dari pemerintah 

pusat37. 

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan 

daerah yang efektif dan efisien membutuhkan harmonisasi siklus 

pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik dan 

tepat, serta terkonsolidasi dengan fiskal Nasional. Untuk 

mendukung pengelolaan fiskal daerah secara efisien dan efektif, 

pemerintah perlu memberi pengaturan terkait pengelolaan fiskal 

pusat dan daerah terintegrasi secara efektif, efisien dan 

ekonomis38. 

Hal ini sejalan dengan pendekatan teori Fiscal Federalism 

generasi pertama, dimana pendekatan yang dianggap paling ideal 

adalah dengan memberikan kewenangan memungut pajak yang 

signifikan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut setidaknya 

memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, pemerintah daerah memiliki 

diskresi penuh atas penggunaan PAD, dan kedua, hubungan 

antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang semakin 

 
ketergantungan terhadap dana transfer relatif tinggi cenderung akan mempertahankan 
sistem dana perimbangan yang dominan. 

37 Inanga, E. L. & Osei-Wusu, D. 2004. Financial Resource Base of Sub-national 
Governments and Fiscal Decentralization in Ghana. African Development Review, 
hlm.72. 

38 BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementeri 
Hukum dan HAM RI, hlm. 40 
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dekat, karena masyarakat sebagai pembayar pajak akan semakin 

merasa berkepentingan untuk mengetahui dan mengawasi untuk 

apa pajak mereka digunakan oleh pemerintah daerah39. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

 
Adapun pendapatan daerah yang dapat menjadi 

penerimaan daerah yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang di pisahkan.40 Dalam penjelasan Pasal 

285 ayat (1) huruf a angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain 

bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak 

ketiga. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) PP No. 

12 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas 

hasil penyertaan modal daerah”. Selajunya berdasarkan 

ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahwa basil 

 
39 BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian 
Hukum dan HAM RI, hlm. 40. 

40 A. Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 

daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

 
Lain-lain PAD yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 

31 ayat 4 PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 

Tahun 2020, terdiri atas: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

3) hasil kerja sama daerah;  

4) jasa giro;  

5) hasil pengelolaan dana bergulir;  

6) pendapatan bunga;  

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan 

Daerah;  

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, 

dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat 

penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil 

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan;  

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 

15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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4. Peran Pendapatan Daerah Untuk Pembangunan 

Peran pajak dalam pembangunan negara menurut 

Mustaqiem adalah khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan.41 Dengan demikian pungutan pajak 

dari masyarakat tersebut, meskipun dapat dikatakan mengurang 

penghasilan atau kekayaan individu, akan dikembalikan melalui 

pengeluaran rutin dan pembangunan yang manfaatnya untuk 

kepentingan seluruh masyarakat.42 

Perkembangan Pajak saat ini menjadi tidak sederhana 

karena pada dasarnya terdapat berbagai aspek yang berpengaruh 

yaitu aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek sosiologis dan 

aspek hukum43. Aspek ekonomi dari pajak memandang pajak 

sebagai penerimaan negara yang digunakan atau dimanfaatkan 

demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan 

PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak 

memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan 

penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam 

perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang 

 
41Mustaqiem. 2014. Perpajakan dalam Kontek Teori dan dan Hukum Pajak 

Indonesia. Buku Litera, hlm. 32.    
42 Ibid 
43 Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 4. 
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dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut 

kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang 

seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan 

perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan 

pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya 

menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk 

membiayai kegiatan pembangunan. 

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma 

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah 

sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam 

peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung 

materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah. 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah harus sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 

yaitu: 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang terdiri atas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggara negara; 
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c. kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; 
g. akuntabilitas; 
h. efisiensi; 
i. efektivitas; dan 
j. keadilan44. 

 
Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah harus 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Karena ketentuan 

Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat komulatif maka 

 
44 Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut: 
a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggara negara; 

b. tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, 
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara; 

c. asas kepentingan umum″ adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

d. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 

e. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban penyelenggara negara; 

f. asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. asas akuntabilitas″ adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

h. asas efisiensi″ adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan 
sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang 
terbaik; 

i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan 
berdaya guna; 

j. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 
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keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi 

muatan peraturan daerah. 

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Hasil tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk 

selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999) Asas umum 

penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 

yaitu: 

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 
a. asas kepastian hukum; 
b. asas tertib penyelenggaraan negara; 
c. asas kepentingan umum; 
d. asas keterbukaan; 
e. asas proporsionalitas; 
f. asas profesionalitas; dan 
g. asas akuntabilitas. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014)45. 

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 

angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu “Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah 

prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi 

Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. AUPB merupakan 

asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada 

asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 

Tahun 1999. 

Asas pembentukan dan pedoman penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Hasil tentang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU 

No. 23 Tahun 2014 menyebutkan: 

 
45 Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu 

″Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: 
a. asas legalitas; 
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan 
c. AUPB.″ 
Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan: 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ″asas legalitas″ adalah bahwa penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan ″asas perlindungan terhadap hak asasi manusia″ adalah 
bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana 
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas 
hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan 
yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Perppu 

No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) 

dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan 

perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan, dan putusan pengadilan”. 

Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud 

yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan: 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasil gunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan46. 

 
46 Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut: 

a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 

b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat″ adalah bahwa setiap jenis 
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 
Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh 
lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; 
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Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah harus sesuai dengan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 

tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan 

peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan 

termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

 
c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan; 

d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan 
tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 

e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya; 

g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, 
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dibentuk berdasarkan asas materi 

muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 

yang berbunyi: 

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan asas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhineka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan47. 

 
47 Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu: 

a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman 
masyarakat; 

b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia 
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 
proporsional; 

c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d.  asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan; 

e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; 

g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara; 

h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, 
gender, atau status sosial; 
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Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya 

tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan asas materi muatan 

yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 merupakan 

pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan 

perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah. 

C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 
permasalahan yang dihadapi masyarakat 

Sampai saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung 

pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan 

sumber pendapatan yang bersumber dari PAD. Dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

 
i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan kepastian hukum; 

j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan 
kepentingan bangsa dan negara. 
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APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD 

serta ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahun. Penyusunan 

APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 

dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur 

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 

memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol 

penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk 

menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan untuk 

mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, 

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

PAD. 

Adapun urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bagi 

pemerintah daerah, pertama, dari aspek pembentukan peraturan 

perundang-undangan yakni penyederhanaan regulasi atau simplifikasi 
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regulasi di daerah, melalui pembentukan Perda Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah dalam 1 (satu) naskah Perda akan 

menyederhanakan regulasi di daerah terkait dengan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, dalam praktek yang ada selama ini, kepala daerah 

dan DPRD cenderung melakukan penyusunan, pembahasan, dan 

penetapan perda hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dipisah.  

Kedua, menjaga aspek sustainable pendapatan daerah, dalam 

pengelolaan keuangan daerah, sesuai ketentuan UU Pemda, PP No. 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang mengatur salah satu sektor pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga 

pembentukan Perda hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan 

keharusan dalam menjaga PAD, hal ini sangat berpengaruh terhadap 

belanja pemerintah daerah yang rencanakan dalam APBD. 

Dengan kondisi yang ada tersebut, maka diperlukan 

percepatan dalam pembentukan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 
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DPRD segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bersama 

SKPD teknis, agar tenggang waktu penetapan Perda hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah dalam lembaran daerah. 

 
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur 

dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan 
dampaknya terhadap beban keuangan daerah 

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan 

dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan 

Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan 

manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. 

Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, 

antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode 

Rule, Opportunitg, Capaciy, Communication, Interest, Process and 

ldeology (ROCCIPI). 

1. Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) 

Istilah asli: Regulatory Impact Analysis. Akronim: RIA. 

Terjemahan lainnya: 

a. analisis dampak peraturan. 

b. analisis pengaruh regulasi. 
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d. analisis pengaruh peraturan48. 

Adapun dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA). 

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD), RIA dijelaskan 

sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan 

menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-

Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-

cost analysis49. 

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah: 

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah 
ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil 
kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa 
sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan 
kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk 
membedakan antara masalah (problem) dengan gejala 
(symptom), karena yang hendak dipecahkan adalah 
masalah, bukan gejalanya. 

2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, 
selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan 
kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu 
komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat 
dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, 
maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah 
tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak. 

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk 
mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan 

 
48 Marhaendra Wijaatmaja. 2015. Kegiatan Kajian Peraturan Daerah. Bali: Kanwil 

Hukum dan HAM Provinsi Bali, hlm. 3. 
49 Suska. 2012. Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan 

Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 Jurnal Konstitusi 
Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360. 
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dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah 
melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk 
memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan 
atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak 
melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan 
dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk 
dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada 
tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari 
berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan 
gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang 
tersedia. 

4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi 
legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. 
Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah 
teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi 
terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali 
dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ 
pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan 
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya 
(cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. 
Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau 
merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, 
sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau 
menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal 
ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam 
konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, 
perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena 
dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat 
adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan 
yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau do 
nothing). 

5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat 
kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 
tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang 
diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), 
yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua 
biaya, terbesar. 

6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil 
berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa 
berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut 
ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan 
pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang 
akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya. 
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7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan 
tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai 
komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen 
masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah 
mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan 
tersebut (key stakeholder) 50. 

Tujuan RIA adalah terciptanya good regulatory governance 

tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan 

peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan 

dan kehidupan sosial. Prinsip-Prinsip RIA adalah: 

a. Minimum Effective Regulation. Regulasi dibuat apabila 

benar-benar diperlukan. 

b. Competitive Neutrality. Netralitas terhadap persaingan 

dengan menggunakan mekanisme pasar. 

c. Transparency & Participation. Transparan dengan pelibatan 

stakeholder. 

d. Cost Benefit (cost effectiveness). Manfaat lebih besar 

daripada biaya, bila tidak mungkin setidaknya efektivitas 

biaya51. 

 

Berdasarkan metode RIA, pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah akan menjaga sustainable pendapatan daerah yang 

sebelumnya diatur dalam peraturan daerah. 

2. Metode Rule, Opportunitg, Capaciy, Communication, Interest, 
Process and ldeology (ROCCIPI) 

 
Teori ROCCIPI merupakan Teori perundang-undangan 

yang yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan 

 
50Ibid, hlm. 363 – 365. 
51 Ibid. 
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Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan 

penjelasan tentang prilaku bermasalah yang membantu dalam 

penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan 

ROCCIPPI, yang terdiri 7 kategori, yakni: rule (peraturan), 

opportunity (kesempatan), capacity (kemampuan), communication 

(komunikasi), interest (kepentingan), process (prosese), dan 

ideology (ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua 

kelompok factor penyebab, yakni faktor obyektif yang meliputi: 

rule/peraturan, opportunity/kesempatan, capacity/kemampuan, 

communication/ komunikas), dan process/prosese ) dan faktor 

subyektif (yang meliputi: interest/kepentingan dan 

ideology/ideologi). Penjelasan masing-masing faktor tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, faktor subyektif, terdiri dari apa yang ada dalam 

benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan 

“ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini 

merupakan apa yang semula diidentifikasikan kebanyakan orang 

berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. 

Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada 
pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk 
mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif 
materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan 
dan acuam kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan 
yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan 
tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan 
motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung - 
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hukuman dan penghargaan - yang dirancang untuk 
mengubah kepentingankepentingan tersebut. 

2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori 
subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila 
ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-
motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam 
“kepentingan”. Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai 
dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-
asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi 
politik, social dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. 
Alvin Gouldner memasukkan hal-hal tersebur dalam istilah: 
“asumsi-asumsi domain”.  

Faktor subjektif-kepentingan dan ideologi-memang 

menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan 

tetapi, sesuai dengan hakekatnya, penjelasan tersebut terfokus 

pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur 

kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, pemecahan 

perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan 

dan ideologi perorangan. Penyelesaian perundang-undangan 

yang ditujukan hanya pada penyebab subjektif dari perilaku 

bermasalah tidak dapat mengubah faktor kelembagaan objektif 

yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut. 

Kedua, faktor-faktor obyektif. Berbeda dengan faktor 

subjektif, kategori-kategori objektif ROCCIPI - Peraturan, 

Kesempatan, Kemampuan, Komunikasi dan Proses memusatkan 

perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang 

menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus 

merangsang seorang penyusun rancangan undang-undang untuk 

memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan 
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usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap 
penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan 
tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang 
layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian 
rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan 
kesatuan kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-
peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku 
bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan 
berikut ini: 

• Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang 
jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan 
wewenang tentang apa yang harus dilakukan; 

• Beberapa peraturan mungkin mengijinkan atau 
mengijinkan perilaku yang bermasalah; 

• Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab 
dari perilaku bermasalah. 

• Peraturan tersebut mungkin mengijinkan pelaksanaan 
yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak 
partisipatif. 

• Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan 
yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam 
memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku 
bermasalah tersebut. 

2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang 
dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka 
untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-
undang tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan 
tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin 
terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada 
peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi 
petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut 
memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? 
Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk 
menjual barang-barang mereka di pasar. 

3. Kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki 
kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh 
peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka 
kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang 
menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku 
sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. 
Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit 
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atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki 
kemampuan menanam tanaman pangan. 

4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang 
undangundang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia 
berperilaku tidak sesuai. Apakah para pihak yang berwenang 
telah mengambil langkahlangkah yang memadai untuk 
mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada 
para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan 
secara sadar mematuhi undang-undang bila dia mengetahui 
perintah. 

5. Proses. Menurut criteria dan prosedur apakah - dengan 
Proses yang bagaimana - para pelaku peran memutuskan 
untuk mematuhi undangundang atau tidak? Biasanya, bila 
sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori 
“Proses” menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna 
untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya 
memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau 
tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks 
(misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi 
pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan 
kategori ROCCIPI yang paling penting. 

Kategori ROCCIPI tersebut mengandung pengertian 

sebagai berikut: 

1. Rule (Peraturan Perundang-undangan). Menganalisis 
seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan 
perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan 
yang sudah ada. 

2. Oppurtunity (Peluang/Kesempatan). Menganalisis berbagai 
kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah. 

3. Capacity (kemampuan). Mengalisis kemungkinan timbulnya 
perilaku bermasalah karena faktor kemampuan. 

4. Communication (Komunikasi). Perilaku bermasalah mungkin 
timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya 
peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka 
menemukan sebab perilaku bermasalah. 

5. Interest (Kepentingan). Kategori ini berguna untuk 
menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan 
manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini 
mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah. 

6. Process (Proses). Kategori proses juga merupakan 
penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, 
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yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan 
proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja 
yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang 
menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada 
untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses 
output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan 
akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa 
saja yang dimintai umpan balik. 

7. Ideology (ideologi). Kategori ini menunjuk pada sekumpulan 
nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, 
berpikir, dan bertindak. 

Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Teori 

ROCCIPI dapat digunakan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah, yakni: 

a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengatur hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sebagai dasar hukum 

Pemerintah Kota Banjarmasin menerima pendapatan tersebut. 

b. Kesempatan adalah kondisi dimana Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah sebagai dasar hukum peningkatan pendapatan daerah. 

c. Kemampuan adalah menyangkut ketersediaan dan 

penggunaan sumber daya aparatur pengelola hasil 



 

54 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

d. Proses menyangkut mekanisme pelaksanaan pengelolaan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Komunikasi adalah menyangkut sosialisasi pengelolaan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah terkait dengan penyesuaian 

peraturan daerah. 

f. Ideologi, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

untuk pembangunan akan mendorong keyakinan masyarakat 

melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan 
daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat 
 

Dengan diundangkan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan 

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Selanjutnya sistem baru yang ada, terkait dengan 

pembentukan raperda dimaksud yaitu: 

a. Pemenuhan pembentukan peraturan daerah berbasis 

kewenangan untuk peningkatan PAD Kota Banjarmasin dari 

sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Penyesuaian kebijakan daerah dengan dinamika 

perkembangan hukum dan pemerintahan. 

2. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan 
daerah terhadap beban keuangan daerah. 
 

Sebagai sebuah kebijakan daerah yang berbasis 

kewenangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan 

atas beban APBD”. 

Adapun pemenuhan pendanaan pelaksanaan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah dari APBD Kota Banjarmasin dapat dialokasikan 

melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). 

Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Daerah 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

tentang tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan 

berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Banjarmasin. 

Dengan peningkatan PAD Kota Banjarmasin akan mendorong 

peningkatan belanja Pemerintah Kota Banjarmasin yang lebih 

berkualitas. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA 

BANJARMASIN TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH YANG SAH 

Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di level daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah mempunyai irisan dengan beberapa peraturan 

perundang-undangan, yakni: 

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah.  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 

menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) 

Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 17 Tahun 2003, 

menyebutkan bahwa “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan 

Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan 

“kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, 

dan keputusan kepala daerah. 

Ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah 

dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Ayat (3) dan 

ayat (4) menyebutkan bahwa: 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
materi muatan: 
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan; dan 
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Ketentuan Pasal 285 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, 

menyebutkan bahwa: 
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Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 

1. pajak daerah; 
2. retribusi daerah; 
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 

b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah 

 
Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, 

menyebutkan bahwa “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang 

dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) 

huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 

ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

Dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 UU 

No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan 

“hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain 

bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756); 

 
Ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHKPD menyebutkan bahwa 

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
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lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. 

Ketentuan Pasal 1 angka 10 UUHKPD, menyebutkan 

bahwa “Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari 

APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat 

digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana 

pokok”. 

Ketentuan Pasal 164 ayat (3) UUHKPD, menyebutkan 

bahwa: 

Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditujukan untuk: 
a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau 

manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; 
b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan 
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. 

Ketentuan Pasal 165 UUHKPD, menyebutkan bahwa: 

(1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
164 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum Daerah atau 
badan layanan umum Daerah. 

(2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi 
yang bebas dari risiko penurunan nilai. 

(3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah. 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
Ketentuan Pasal 1 angka 10 PP No. 2 Tahun 2012, 

menyebutkan bahwa “Hibah Daerah adalah pemberian dengan 

pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain 
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kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik 

telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”.  

Ketentuan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2012, menyebutkan 

bahwa: 

(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari: 
a. Pemerintah;  
b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau  
c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri  

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
bersumber dari APBN.  

(3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  
a. penerimaan dalam negeri;  
b. hibah luar negeri; dan  
c. Pinjaman Luar Negeri.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

 
Ketentuan Pasal 1 PP No. 20 Tahun 2020, menyebutkan 

bahwa: 

11. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 

uang tunai. 

13. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang 

Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan 

pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
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18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 

Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima 

penggantian dalam bentuk uang. 

20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, 

tanpa memperoleh penggantian. 

21. Penyertaan Modal Pemerintah Pusatf Daerah adalah 

pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau 

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

 

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2020, 

menyebutkan bahwa: 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

 

Ketentuan Pasal 29 ayat (8) PP No. 20 Tahun 2020, 

menyebutkan bahwa “Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah 

merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan 

ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”. Ayat (9) “Penyetoran 

uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum 

ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah”. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 
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Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 45 Tahun 

2017 menyebutkan bahwa: 

(1)  Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat 

dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam 

daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, dan/atau pemeliharaannya.  

(2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan 

pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 

bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219); 

 
Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 28 Tahun 2018 

menyebutkan bahwa “Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama 

antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, 

dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di 

luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”. 

Ketentuan Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2018 menyebutkan 

bahwa: 

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur 
atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama 
daerah. 

(2) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di 
lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani 
perjanjian kerja sama. 
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(3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ketentuan Pasal 14 PP No. 28 Tahun 2018 menyebutkan 

bahwa: 

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri 
atas: 
a. perseorangan;  
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Ketentuan Pasal 15 PP No. 28 Tahun 2018, menyebutkan 

bahwa: 

(1) KSDPK meliputi: 
a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;  
b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan 

nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; 
c. kerja sama investasi; dan 
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

(3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
berupa: 
a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam 

penyediaan infrastruktur; atau  
b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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Ketentuan Pasal 31 PP No. 19 Tahun 2019, menyebutkan 

bahwa: 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 huruf a meliputi: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak 
daerah dan retribusi daerah. 

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
c. hasil kerja sama daerah; 
d. jasa giro; 
e. hasil pengelolaan dana bergulir; 
f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan 

Daerah; 
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain 

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa 
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari 
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan 
lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing; 

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerah; 
l. pendapatan denda retribusi daerah; 
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
n. pendapatan dari pengembalian; 
o. pendapatan dari BLUD; dan 
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p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 350); 

 
Ketentuan Pasal 1 angka 32 Permendagri No. 7 Tahun 

2024, menyebutkan bahwa “Sewa adalah Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai”. 

Ketentuan Pasal 1 angka 34 Permendagri No. 7 Tahun 

2024, menyebutkan bahwa “Kerja Sama Pemanfaatan yang 

selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik 

Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan 

lainnya”. 

Ketentuan Pasal 1 angka 40 Permendagri No. 7 Tahun 

2024, menyebutkan bahwa “Penjualan adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan 

menerima penggantian dalam bentuk uang”. 

Ketentuan Pasal 1 angka 41 Permendagri No. 7 Tahun 

2024, menyebutkan bahwa “Tukar Menukar adalah pengalihan 

kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara 
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Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah 

Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, 

dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, 

paling sedikit dengan nilai seimbang”. 

Ketentuan Pasal 1 angka 43 Permendagri No. 7 Tahun 

2024, menyebutkan bahwa “Penyertaan ModalPemerintah Daerah 

adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara”. 

Ketentuan Pasal 116 Permendagri No. 7 Tahun 2024, 

menyebutkan bahwa: 

(1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh 
gubernur/bupati/wali kota: 
a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan; dan  
b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan.  
(2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah 
yang ditentukan.  

(3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a 
atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b 
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-
masing jenis infrastruktur. 

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan 
mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar 
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(ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar 
(willingness to pay) masyarakat. 
 
Ketentuan Pasal 338 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 

2016, menyebutkan bahwa: 

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan 
denganpertimbangan: 
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau 

tidak digunakan/dimanfaatkan; 
b. bsecara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila 

dijual; dan/atau 
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Ketentuan Pasal 343 Permendagri No. 19 Tahun 2016, 

menyebutkan bahwa: 

(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan 
seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 

(2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan 
Layanan Umum Daerah maka: 
a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai 
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan 
seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum 
Daerah 

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah 
dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan 
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah. 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) 
 

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola 
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berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD, meliputi: 

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan 

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang 
memiliki tugas dan wewenang 
pengelolaan pajak 

Retribusi Daerah SKPD  

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

SKPKD  

Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

SKPKD kecuali 
1. Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan di 
SKPD terkait. 

2. Pendapatan BLUD dikelola 
oleh BLUD terkait. 

3. Pendapatan Hibah Dana 
BOS, Dana kapitasi, dan 
pendapatan lainnya yang 
dikelola oleh Bendahara 
Penerimaan Khusus 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah 

atas hasil penyertaan modal daerah. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan 

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, 

rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 
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1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3) hasil kerja sama daerah; 

4) jasa giro; 

5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

6) pendapatan bunga; 

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan 

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain 

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari 

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 

merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 

15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648) 

 

 
 
3.3 Kebijakan Pendapatan Daerah 

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
3.3.1.2 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal 

daerah. 

b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, 

antara lain: 

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu 

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai 

perusahaan daerah yang mendapatkan investasi 

pemerintah daerah; 

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 

investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu 

tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; 

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung 

dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 

dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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3.3.1.3 Lain-Lain PAD Yang Sah 
1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 

2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan 

3. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 

4. Hasil Kerja Sama Daerah 

5. Jasa Giro 

6. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 

7. Pendapatan Bunga 

8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 

9. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 

10. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap 
Mata Uang Asing 

11. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 

12. Pendapatan Denda Pajak Daerah 

13. Pendapatan Denda Retribusi Daerah 

14. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 

15. Pendapatan dari Pengembalian 

16. Pendapatan BLUD 

17. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 

18. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)* 

19. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 

20. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 

21. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda 

22. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf 

23. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak 

24. Pungutan Bagi Wisatawan Asing** 

25. Hasil Pengelolaan DAD** 

26. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan** 

 
keterangan: 

* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. 

** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan. 
a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain 

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

b. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas: 

1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar; 

2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro; 

3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga; 

4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; 

5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; 

6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Mata Uang Asing; 

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan; 
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8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta 

Denda 

9) Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; 

10) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda; 

11) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; 

12) Pendapatan dari Pengembalian; 

13) Pendapatan BLUD; 

14) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP); 

15) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht); 

16) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf; 

17) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan 

18) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

c. Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan 

bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD dengan 

penjelasan: 

2) Hasil pengelolaan DAD: 

a) merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana 

Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko penerimaan 

yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi 

pendapatan daerah berdasarkan Pasal 165 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 

b) hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan 

dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi 

prioritas daerah; 

c) hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh 

manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat 

lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan 

sumbangan kepada penerimaan daerah; dan 

menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. 

d) dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat 

digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 12) 
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Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa 

“Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

huruf a meliputi:  

a. pajak Daerah;  

b. retribusi Daerah;  

c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan  

d. lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”. 

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah 

atas hasil penyertaan modal Daerah”. 

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022menyebutkan bahwa: 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  
c. hasil kerja sama Daerah;  
d. jasa giro;  
e. hasil pengelolaan dana bergulir;  
f. pendapatan bunga;  
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;  
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 

akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 
bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah 
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;  
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i. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang asing;  

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak Daerah; 
l. pendapatan denda retribusi Daerah; 
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 
n. pendapatan dari pengembalian; 
o. pendapatan dana BLUD; dan 
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih 

lanjut mengenai lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d diatur 

dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. 

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah. 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara 

Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi 

Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan 

kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. 

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi 

Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang 

ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai 
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dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda 

sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur 

dalam kaidah penyusunan Perda. 

Adapun Analisa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai 

berikut: 

1. Sesuai dengan ketentuan Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 

Tahun 2014, menyebutkan bahwa “Hasil pengelolaan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 

ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a 

angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan 

delegasi atributif; 

3. Perumusan konsiderans menimbang Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah mempedomani ketentuan angka 27 Lampiran II UU No. 
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12 Tahun 2011, Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat 

satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya 

melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–

Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan 

pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal 

atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan 

Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. 

4. Dalam rangka simplifikasi regulasi di Kota Banjarmasin, 

pengaturan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah cukup diatur dalam 

1 (satu) naskah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG HASIL 

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-

LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam penetapannya didasarkan 

pada angka 27 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa 

“Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang 

berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal 

atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah 

yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan 

menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau 

Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya”. 

Konsiderans menimbang Pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

perumusanya sebagai berikut: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
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tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 

TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 

DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Arah pengaturan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 

Sah berlaku untuk pengaturan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Adapun arah pengaturan yakni pengaturan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah untuk meningkatkan pendapatan daerah untu 

pendanaan pembangunan di Kota Banjarmasin. 

B. Ruang lingkup  

1. Ketentuan umum 

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 13 

Tahun 2022, menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu 

peraturan perundang-undangan berisi: 

a. batasan pengertian atau definisi; 
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan 

pengertian atau definisi; dan/atau 
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal 

atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang 
mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan 
dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. 
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Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 

sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menentukan, 

urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum 

mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang 

mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari 

yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih 

dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam 

urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai 

kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara 

berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai 

ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah, diantaranya adalah: 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin. 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, 

retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. 

9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk 

selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah 

selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 

10. Penyertaan Modal Daerah adalah dalam bentuk investasi 

pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 
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kepemilikan baik berbentuk uang maupun barang milik 

daerah. 

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar 

modalnya dimiliki oleh Daerah. 

14. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintah Daerah. 

15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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17. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit 

SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara 

Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi 

Kemasyarakatan. 

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
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koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 

akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. 

23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin. 

24. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin. 

25. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota 

Banjarmasin. 

Daerah Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai 

pedoman dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan dan LLPADS dikelola secara: 

a. tertib; 

b. efisien; 

c. ekonomis; 

d. efektif; 

e. transparan; dan 

f. bertanggung jawab, 

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 

Masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 

LLPADS adalah: 

a. untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah; dan 

b. perolehan laba atas Penyertaan Modal Daerah; 

2. Materi yang diatur  

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-

bab dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terlampir. 

Ruang lingkup pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dan LLPADS dalam Peraturan Daerah 

ini, meliputi:  

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;  

b. LLPADS; 

c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan 

d. sistem pengendalian internal. 

3. Penutup 

 
Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Banjarmasin. 

 
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin belum mempunyai 

pengaturan dalam peraturan daerah terkait dengan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

2. Wali Kota Banjarmasin  dan DPRD Kota Banjarmasin berwenang 

menetapkan untuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, berwenang menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan 

Asli Daerah Yang Sah. 

3. Bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

atribusi merupakan delegasi ketentuan sebagaimana dimaksud 
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pada huruf b, sehingga perumusan konsiderans menimbang 

mempedomani ketentuan angka 27 Lampiran II UU No. 12 Tahun 

2011. 

4. Melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan mendorong 

peningkatan pendapatan asli daerah guna peningkatan belanja 

daerah dalam APBD Kota Banjarmasin. 

B. Saran 

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang telah disusun ini 

khususnya berkenaan dengan batang tubuh perlu segera 

disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari perangkat 

daerah terkait guna menjadi lebih sempurna dan sesuai 

kebutuhan pengaturan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Wali Kota Banjarmasin 

tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah segera 

dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu 

tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaanya telah 
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ada sehingga dapat berdaya guna dan hasil guna Peraturan 

Daerah ini. 
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